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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. KONTEKS PENELITIAN 

Peranan koperasi sebagai salah satu tulang punggung perekonomian 

Indonesia dapat dilihat dari keberadaanya yang menjadi mitra dari sektor 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Peran sektor UMKM ini 

sendiri cukup besar jika dilihat dari jumlah unit usaha dan kontribusinya 

terhadap pendapatan nasional serta penyediaan lapangan kerja. 

Pada tahun 2003, persentase jumlah usaha kecil sebesar sebanyak 

99,9% dari seluruh unit usaha merupakan usaha kecil, yang terdiri usaha 

menengah sebanyak 62 ribu unit usaha dan usaha kecil sebanyak 42,3 juta 

unit usaha yang sebagian besar berupa usaha skala mikro. Pada tahun 2004 

jumlah usaha kecil diperkirakan telah melampaui 44 juta unit dan telah 

menyerap lebih dari 79 juta tenaga kerja atau 99,5% dari jumlah tenaga 

kerja pada tahun yang sama.
1
 Konstribusi usaha kecil dalam Produk 

Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2003 adalah sebesar 56,7% dari total 

Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
2
 

Data yang dihimpun UMKM Center Universitas Indonesia 

menyebutkan bahwa pada tahun 2008,  jumlah pelaku pembiayaan mikro 

                                                             
1
 Suprihantosa Sugiarto, “Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah Ditinjau Dari Peraturan Menteri 

Nomor 35.3/PER/M.KUKM/X/2007 (Studi Kasus BMT artha Buana Syariah Ds. Canggu Kec. 

Badas Kab. Kediri)”, (Skripsi, STAIN Kediri, Kediri, 2013), 3. 
2
 Muhammad, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 10. 
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di Indonesia mencapai lebih 50.000. Jumlah tersebut di dalamnya 

termasuk pembiayaan mikro bersifat informal maupun pembiayaan mikro 

formal. Bentuk pembiayaan mikro informal, antara lain arisan dan 

berbagai bentuk perkumpulam resmi yang tujuannya untuk pembiayaan 

bersama. Sedangkan untuk bentuk pembiayaan mikro yang bersifat formal, 

antara lain Koperasi, Baitul maal wat tamwil (BMT), Badan kredit Desa 

(BKD), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Bank Perkreditan Rakyat 

(BPR) dan lain-lain.
3
 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik jumlah koperasi yang ada 

di Indonesia pada tahun 2016 sudah mencapai 212.315 buah koperasi. Dari 

jumlah tersebut sebanyak 70,81% tau sekitar 150.223 merupakan koperasi 

aktif sedangkan sisanya masuk kategori koperasi tidak aktif. Tahun 2016 

mencatat volume usaha dari semua koperasi aktif di Indonesia mencapai 

Rp 266.134.619 Juta.
4
  

Dalam konteks islam, lembaga keuangan mikro tampil dalam bentuk 

BMT yang dewasa ini berbadan hukum sebagai Koperasi Pembiayaan dan 

Simpan Pinjam Syariah (KPPS). Keberadaan koperasi syariah telah 

memberikan dampak yang positif bagi pelaku usaha mikro di tanah air. 

Koperasi syariah telah membantu sekitar lebih dari 920 ribu usaha mikro 

di tanah air dan telah merambah ke seluruh kabupaten di Indonesia. Ada 

beragam jenis koperasi syariah yang ada di Indonesia, seperti : koperasi 

pondok pesantren (kopontren), koperasi masjid, koperasi perkantoran 

                                                             
3
 Ibid, 79. 

4
 Tabel Perkembangan Koperasi Periode 1967 – 2015. Sumber Badan Pusat Statistik (BPS), 

 https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1321. Diakses pada Selasa, 31-01-2017.  
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hingga koperasi pasar (Kopas). Sistem bagi hasil yang dikenalkan kepada 

masyarakat ternyata cukup mudah diterima dan sesuai dengan budaya 

bangsa Indonesia yang mengedepankan asas gotong royong dan 

kejujuran.
5
 Termasuk dalam jenis Koperasi Syariah yaitu termasuk Baitul 

Maal wa Tanwil (BMT) serta Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan 

Syariah (KPPS). 

 Berdasarkan data yang ada jumlah BMT pada akhir tahun 1998 

berjumlah 1.957 buah. Dan jumlah BMT pada tahun 2001 terdapat 2.938 

buah.
6
 Menurut perkiraan Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK) sampai 

dengan pertengahan tahun 2006, terdapat sekitar 3200 BMT yang 

beroperasi di Indonesia. Dengan anggota dan calon anggota yang dilayani 

mencapai 3 juta orang.
7
 

Sebagai salah satu lembaga yang hadir untuk menjembatani kebutuhan 

mayarakat mikro kecil yang telah menyumbang 56,7% dari total PDB 

nasional. Maka koperasi sebagai lembaga keuangan yang beroperasi 

layaknya perbankan yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan, 

investasi dan simpanan berdasarkan pola syariah yang perlu dikelola 

secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian sehingga dapat 

meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat kepada anggota dan 

masyarakat sekitar. Untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu dilakukan 

penilaian terhadap kinerja koperasi. 

                                                             
5
 Burhanudddin Yusuf, “Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Syaraiah”,  Jurnal Bisnis dan 

Manajemen, (April 2016), Vol 6: 103. 
6
 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), 462. 

7
 Awalil Rizky, BMT Fakta dan Prospek Baitul Maal wa Tanwil (Yogyakarta: UCY Press, 2007), 
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Kinerja Perusahaan merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh suatu 

perusahaan dalam periode tertentu dengan mengacu pada standar yang 

ditetapkan.
8
 Kinerja dapat juga dipahami sebagai prestasi kerja yang 

berorientasi pada pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh 

sumberdaya manusia yang dimiliki sebuah organisasi.
 9
 

Penilaian kinerja lembaga keuangan mikro dalam hal ini koperasi yang 

beroperasi atas dasar penerapan bunga (koperasi konvensional) maupun 

koperasi dengan sistem bebas bunga (koperasi syariah) sangat penting 

untuk dilakukan.  Hal ini karena agar diketahui kondisi yang sebenarnya 

dari koperasi tersebut.  

Penilaian kinerja dapat dilakukan dengan beberapa metode diantaranya 

: 1) Metode Capital, Assets Quality, Management, Earning dan Liquidity 

(CAMEL), 2) Metode Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning 

and Capital (RGEC), 3) Metode Balanced Scorecard. 4) Metode penilaian 

tingkat kesehatan perusahaan. 

Dari sekian metode tersebut, pengukuran atau penilaian kinerja yang 

yang paling umum digunakan dalam menilai kinerja suatu koperasi adalah 

dengan menggunakan metode penilaian tingkat kesehatan koperasi. 

Penilaian kinerja dengan menggunakan metode tingkat kesehatan bagi 

lembaga keuangan khususnya koperasi mutlak perlu dilakukan. Hal ini 

dilakukan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap 

lembaga koperasi.  

                                                             
8
 Ratno Agriyanto , “Pemberdayaan Lembaga Perekonomian Umat”, At-Tahrir Jurnal Pemikiran 

Islam, 12 (Mei 2012), 133-152 
9
 Muhammad, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 84. 
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Hubungan antara kinerja suatu koperasi dengan tingkat kesehatan 

koperasi tersebut sangatlah berkaitan diantara keduanya. Ketika koperasi 

mempunyai kinerja yang baik maka koperasi tersebut akan bisa dikatakan 

“sehat”. Begitu pula sebaliknya jika tingkat kesehatan koperasi tersebut 

adalah ”tidak sehat (dalam pengawasan)” maka dapat disimpulkan bahwa 

kinerja koperasi tersebut adalah buruk. Suatu koperasi yang dinyatakan 

“sehat” maka kinerjanya baik. Koperasi yang mempunyai kinerja yang 

baik maka koperasi tersebut akan lebih mudah dipercaya oleh masyarakat. 

Mengingat pentingnya penilaian kinerja terhadap koperasi maka maka 

pemerintah membuat sebuah pedoman yang khusus mengatur mengenai 

penialian kinerja koperasi yang kemudian dimasukkan ke dalam Hukum 

Positif di Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan pemerintah melalui 

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah 

mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) yang digunakan sebagai 

penilaian kesehatan koperasi. Peratutan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil 

dan Menengah tersebut yaitu : 1) Peraturan Menteri Nomor 

20/Per/M.KUKM/XI/2008 kemudian diperbaharui dengan Peraturan 

Menteri Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2009 (koperasi konvensional), 2) 

Peraturan Menteri Nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 (koperasi syariah). 

Dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam 

melakukan penilaian kesehatan koperasi, Kementerian Koperasi dan 

Usaha Kecil dan Menengah melalui Deputi Bidang Pengawasan 



6 
 

 
 

Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengeluarkan dua 

Peraturan Deputi (Perdep) khusus tentang penilaian kesehatan koperasi. 

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha 

Kecil dan Menengah yang dimaksud yaitu : 1) Peraturan Deputi Bidang 

Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor  

06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi 

simpan pinjam dan unit simpan pinjam. Berdasarkan peraturan ini kinerja 

koperasi diukur dari 7 aspek, yaitu: aspek permodalan, aspek kualitas 

aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek 

kemandirian dan pertumbuhan dan aspek jati diri koperasi; 2) Peraturan 

Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Nomor  07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang pedoman penilaian 

kesehatan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dan unit 

simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi. Berdasarkan peraturan 

ini kinerja koperasi diukur dari 8 aspek, yaitu tujuh aspek sama dengan 

koperasi konvensional dengan indikator yang berbeda ditambah satu aspek 

lain yaitu aspek kepatuhan prinsip syariah. 

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha 

Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 

dan 07/Per/Dep.6/IV/2016 menjadi pedoman terbaru dalam melakukan 

penilaian kesehatan terhadap koperasi syariah maupun koperasi 

konvensional. Peraturan ini menggantikan pedoman penilaian kesehatan 

koperasi sebelumnya yang masih menggunakan Peraturan Menteri 
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Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 

20/Per/M.KUKM/XI/2009 (koperasi konvensional) dan Nomor 

35.3/Per/M.KUKM/X/2007 (koperasi syariah). 

Terkait dengan kinerja, dalam agama Islam bekerja dinilai sebagai 

ibadah. Kerja merupakan manifestasi dari iman kita kepada Allah SWT.  

لهَمُۡ وَهمُۡ لََ يظُۡلمَُى  وَليِىَُفِّيهَمُۡ أعَۡمََٰ
ا عَمِلىُاْْۖ مَّ تٞ مِّ   ٩١نَ وَلكُِلّّٖ دَرَجََٰ

“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah 

mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) 

pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan” (QS. Al 

– Ahqaaf : 19).
10

 

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah SWT akan membalas setiap 

amal perbuatan manusia sesuai dengan apa yang dikerjakan. Jika 

seseorang melakukan pekerjaan dengan baik dengan kinerja yang baik 

maka dia akan mendapatkan hasil yang baik pula. Setiap manusia yang 

bekerja akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah 

dikerjakan. 

Islam bukanlah agama yang memerintahkan untuk hanya beribadah 

saja kepada Allah tanpa memikirkan kehidupan dunia, begitu juga 

sebaliknya tidak hanya mengejar kehidupan dunia saja. Tetapi setiap 

ibadah itu harus seimbang antara dunia dan akhirat. Bekerja tidak hanya 

untuk mendapatkan laba sebanyak – banyaknya tetapi dengan bekerja juga 

harus bisa mendekatkan hubungan antara manusia dengan Tuhan-nya. 

                                                             
10

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2004). 
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Begitu pula dengan lembaga koperasi, koperasi tidak hanya dituntut 

agar bisa bermanfaat bagi anggotanya secara materiil saja tetapi juga bisa 

menjadi jalan bagi anggotanya agar lebih dekat dengan Allah SWT. 

Karena itulah dalam penelitian ini tidak hanya menitik beratkan penilaian 

kinerja perspektif duniawi (aturan pemerintah) saja tetapi juga penilaian 

kinerja perspektif hukum Islam. 

Salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai pertumbuhan 

koperasi paling tinggi adalah provinsi Jawa Timur. Hal ini bisa dilihat 

jumlah koperasi aktifnya mencapai lebih dari 27 ribu koperasi. Dari 

jumlah koperasi tersebut telah menghasilkan volume usaha lebih dari 103 

Triliun rupiah pada tahun 2016. Berdasarkan data tersebut telah 

menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi dengan pertumbuhan koperasi 

tertinggi.
 11

  

Salah satu wilayah di Jawa Timur yang mempunyai perkembangan 

koperasi yang cukup baik adalah Kabupaten Kediri. Hal ini di dukung 

dengan cukup banyaknya jumlah koperasi yang berada di Kabupaten 

Kediri. Pada tahun 2016 tercatat sebanyak 298 buah koperasi aktif yang 

berada di Kabupaten Kediri. Koperasi tersebut adalah koperasi yang 

kegiatan usahanya adalah bergerak dalam bidang simpan pinjam dan 

pembiayaan. 

Dari 298 koperasi tersebut, sebanyak 287 merupakan koperasi yang 

berbentuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang dalam melakukan 

                                                             
11

 Badan Pusat Statistik (BPS). https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1314, 

https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1341, 

https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1315, Diakses pada Selasa, 31-01-2017. 

https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1314
https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1341
https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1315
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kegiatan usahanya menggunakan konsep bunga. Dan 11 koperasi lainnya 

adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), 

koperasi ini menggunakan prinsip syariah atau bebas bunga dalam 

menjalankan kegiatan usahanya.
12

  

Dalam menentukan koperasi mana yang menjadi obyek penelitian, 

peneliti menggunakan beberapa pertimbangan diantaranya : (1) Koperasi 

yang sudah melakukan minimal lima kali Rapat Akhir Tahunan (RAT), (2) 

Mempunyai penilaian kesehatan dengan predikat “sehat” dan “cukup 

sehat” pada tahun 2015. (3) Jenis koperasinya adalah Koperasi Simpan 

Pimjam (KSP) atau Koperasi Serba Usaha (KSU). Untuk lebih lengkap 

mengenai pemilihan obyek penelitian ini, akan dibahas pada Bab III. 

Dari beberapa alasan yang dijelaskan sebelumnya maka peneliti 

memutuskan mengambil judul “Penilaian Kinerja Koperasi Syariah dan 

Koperasi Konvensional di Kabupaten Kediri Dalam Perspektif 

Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Pada KJKS Artha Buana 

dan KSP Madania Wanita Karya)”, sebagai judul Tesis yang digunakan 

sebagai tugas akhir peneliti dalam menyelesaikan Program Pascasarjana 

Program Studi (Prodi) Hukum Ekonomi Syariah (HES) di IAIN 

Tulungagung.  

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

1. Identifikasi Dan Pembatasan Masalah 

                                                             
12

 Hasil wawancara dengan Bapak Dwi Sumarso, selaku Kepala Bidang (Kabid) Pembiayaan dan 

Pemasaran pada tanggal 02 Mei 2017 pada pukul 09.00 WIB di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha 

Mikro Kabupaten Kediri. 
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Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan sebelumnya 

maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yaitu 

a. Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sulit 

mendapatkan kredit atau pinjaman dari bank. 

b. Koperasi merupakan salah satu mitra Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) dalam mendapatkan kredit atau pembiayaan 

untuk kelangsungan usaha. 

c. Koperasi memerlukan pengawasan dalam mengevaluasi kinerjanya 

secara berkala. 

d. Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan usaha 

Kecil dan Menengah No. 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 dan No. 

20/Per/M.KUKM/XI/2009 sebagai pedoman dalam menilai kinerja 

(kesehatan) koperasi. 

e. Pemerintah melalui deputi bidang pengawasan kementrian koperasi 

dan usaha kecil dan menengah mengeluarkan Peraturan Deputi 

(Perdep) No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 dan No. 07/Per/Dep.6/IV/2016. 

Peraturan ini menjadi hukum positif terbaru yang digunakan 

sebagai pedoman terbaru dalam menilai kinerja (kesehatan) suatu 

koperasi menggantikan pedoman sebelumnya. 

f. Bekerja tidak hanya sebagai sarana mendapatkan keuntungan 

sebanyak – banyaknya tetapi juga sebagai sarana beribadah kepada 

Allah SWT dan lebih mendekatkan diri kepada – Nya. 
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g. Lembaga koperasi memerlukan penilaian kinerja tidak hanya dalam 

perpektif peraturan pemerintah (duniawi) saja tetapi juga perpektif 

Hukum Islam. 

h. Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan pertumbuhan 

koperasi terbesar di Indonesia. 

Untuk menjadikan penelitian ini lebih terfokus dan terarah maka 

peneliti menentukan batasan masalah sebagai berikut : 

a. Penilaian kinerja koperasi di tinjau dari perspektif Hukum Islam 

dan perspektif hukum positif di Indonesia. 

b. Hukum positif yang digunakan adalah peraturan deputi bidang 

pengawasan kementrian koperasi dan usaha kecil dan menengah 

Republik Indonesia No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 dan 

07/Per/Dep.6/IV/2016 

c. Obyek penelitian yaitu koperasi syariah dan koperasi konvensional 

yang kegiatan usahanya adalah simpan pinjam dan pembiayaan.  

d. Wilayah dari obyek penelitian yaitu koperasi yang anggotanya 

berada di Kabupaten Kediri yang masuk wilayah Provinsi Jawa 

Timur. 

e. Koperasi yang menjadi obyek penelitian adalah koperasi syariah 

dan koperasi konvensional. 

 

2. Rumusan Masalah 



12 
 

 
 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah 

yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah 

a. Bagaimana penilaian kinerja koperasi syariah di Kabupaten Kediri 

dalam perspektif hukum positif pada KJKS Artha Buana ? 

b. Bagaimana penilaian kinerja koperasi konvensional di Kabupaten 

Kediri dalam hukum positif  pada KSP Madania Wanita Karya ? 

c. Bagaimana penilaian kinerja koperasi syariah di Kabupaten Kediri 

dalam perspektif  hukum Islam pada KJKS Artha Buana ? 

d. Bagaimana penilaian kinerja koperasi konvensional di Kabupaten 

Kediri dalam perspektif hukum Islam pada KSP Madania Wanita 

Karya? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan pertanyaan yang telah di uraiakn diatas maka peneliti 

menentukan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menguji penilaian kinerja koperasi syariah di Kabupaten Kediri 

dalam perspektif hukum pada KJKS Artha Buana. 

2. Untuk menguji penilaian kinerja koperasi konvensional di Kabupaten 

Kediri dalam perspektif hukum pada KSP Madania Wanita Karya. 

3. Untuk mengetahui penilaian kinerja koperasi syariah di Kabupaten 

Kediri dalam perspektif  hukum Islam pada KJKS Artha Buana. 
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4. Untuk mengetahui penilaian kinerja koperasi konvensional di 

Kabupaten Kediri dalam perspektif  hukum Islam KSP Madania 

Wanita Karya. 

 

D. HIPOTESIS PENELITIAN 

Hipotesis yang digunakan oleh peneliti adalah hipotesis deskriptif.  

Dimana hipotesis deskriptif merupakan jawaban sementara terhadap 

masalah deskriptif.
13

 Berdasarkan temuan awal penelitian, peneliti 

mengajukan beberapa hipotesis sebagai berikut : 

1. KJKS Artha Buana sebagai Koperasi syariah di Kabupaten Kediri 

dalam perspektif hukum positif mempunyai kinerja yang cukup sehat. 

2. KSP Madania Wanita Karya sebagai koperasi konvensional di 

Kabupaten Kediri dalam perspektif hukum positif mempunyai kinerja 

yang sehat. 

3. KJKS Artha Buana sebagai koperasi syariah di Kabupaten Kediri 

dalam perspektif hukum Islam mempunyai kinerja yang baik. 

4. KSP Madania Wanita Karya sebagai koperasi konvensional di 

Kabupaten Kediri dalam perspektif hukum Islam mempunyai kinerja 

yang kurang baik. 

 

E. KEGUNAAN PENELITIAN 

                                                             
13

 Prof.  Dr. Sugiyono, Metodologi Penelitian Kombinasi (Mixed Method),  (Bandung: Alfabeta, 

2016), 101. 
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Kegunaan atau kontribusi yang peneliti harapkan dengan adanya hasil 

penelitian ini adalah meliputi kegunaan (kontribusi) teoritis dan kegunaan 

praktis. 

1. Kegunaan Teoritis 

Kegunaan teoritis merupakan kegunaan atau kontribusi penelitian 

terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan adanya penelitian 

ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan 

pengetahuan tentang perkoperasian khususnya mengenai penilaian 

kesehatan koperasi baik itu koperasi syariah maupun koperasi 

konvensional. 

Selain itu dapat juga digunakan untuk meningkatkan dan 

menambah pengetahuan terhadap kondisi riil dilapangan yang terkait 

dengan perkoperasian baik koperasi syariah maupun koperasi 

konvensional. Khususnya pengetahuan mengenai penilaian kesehatan 

koperasi syariah maupun koperasi konvensional. 

Selain itu, peneliti berharap dengan adanya hasil penelitian ini 

dapat ditransferkan atau diterapkan ditempat lain, dengan kondisi atau 

kriteria obyek lain yang tidak jauh berbeda dengan obyek penelitian 

ini. Dengan begitu akan bisa dilakukan penelitian terhadap koperasi – 

koperasi lain untuk diketahui bagaimana tingkat kinerjanya jika 

ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. 

  

2. Kegunaan Praktis 
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Kegunaan praktis dari penelitian ini mencakup kegunaan atau 

kontribusi bagi  beberapa pihak yaitu 

a. Bagi Pemerintah 

Dapat digunakan sebagai salah satu masukan dalam menetukan 

pembuatan peraturan yang berkaitan dengan penilaian kinerja suatu 

koperasi baik koperasi syariah maupun koperasi konvensional. 

Peraturan ini diperlukan untuk mengawasi kinerja setiap koperasi.  

Pengawasan kinerja koperasi sangat diperlukan mengingat 

peranan koperasi yang sangat penting bagi masyarakat terutama 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu sebagai sumber 

pembiayaan usaha bagi sektor UMKM. 

b. Bagi Pihak Koperasi   

Dapat digunakan sebagai masukan dan evaluasi bagi koperasi 

syariah dan koperasi konvensional yang ada di Kabupaten Kediri 

dalam penyusunan rencana jangka pendek ataupun jangka panjang. 

Khususnya dalam kaitannya untuk memperoleh kinerja yang baik 

dan memuaskan, hal ini ditandai dengan memperoleh predikat 

sebagai koperasi sehat.  

c. Bagi Peneliti Yang Akan Datang 

Dapat digunakan sebagai sumber data sekunder penelitian 

yang berkaitan mengenai perkoperasian khususnya mengenai 

kinerja atau tingkat kesehatannya, baik koperasi syariah maupun 

koperasi konvensional. 
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F. PENEGASAN ISTILAH 

Untuk menghindari adanya multi tafsir atau penafsiran yang tidak 

sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh peneliti. Maka dalam penelitian 

“Penilaian Kinerja Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional di 

Kabupaten Kediri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Deputi 

Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan 

Menengah”, peneliti memberikan batasan pengertian atau penegasan 

terkait dengan istilah yang terdapat dalam judul penelitian tersebut. 

Terdapat dua penegasan terkait dengan istilah – istilah dalam 

penelitian ini, yaitu : 

1. Penegasan Istilah Secara Konseptual 

Penegasan istilah secara konseptual adalah penegasan istilah yang 

menjelaskan mengenai pengertian atau definisi dari istilah – istilah  

yang terdapat dalam judul penelitian yang sifatnya universal 

(menyeluruh) untuk suatu kata maupun kelompok kata berdasarkan 

pendapat dari para ahli atau teori yang digunakan peneliti. Istilah yang 

memerlukan penegasan secara konseptual yaitu : 

a. Koperasi  

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang 

seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan 
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kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai 

gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
 14

 

b. Kinerja. 

Kinerja merupakan suatu kegiatan atau program dalam 

mewujudkan sasaran dan tujuan, misi dan visi organisasi yang 

tertuang dalam perumusan skema strategi suatu.
15

  

c. Penilaian Kinerja. 

Penilaian Kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur 

pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi 

melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa ataupun 

proses.
16

 

d. Hukum positif  

Hukum positif adalah kumpulan dari asas dan kaidah hukum 

tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan 

mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau 

melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.
 17

 

e. Hukum Islam. 

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari ajaran Islam. 

 

 

                                                             
14

 Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

Nomor  06/Per/Dep.6/IV/2016 dan nomor  07/Per/Dep.6/IV/2016. 
15

 Joko Pramono dan Budiarti, “Analisis Kinerja Koperasi Berdasarkan Tingkat Kesehatan Sesuai 

Permenkop No. 14/PerM.KUKM/XII/2009 (Studi Kasus KSP Tirta Handayani, Desa Sumowage, 

Kabupaten Semarang)”, Among Makarti, 8 (Juli 2015), 27. 
16

 Ibid, 
17

 Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik), (Yogyakarta: UII Press, 2004), 1. 
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2. Penegasan Istilah Secara Operasional 

Penegasan istilah secara operasioanal adalah penegasan istilah yang 

menjelaskan mengenai pengertian atau definisi dari istilah yang 

terdapat dalam judul penelitian yang berdasarkan pendapat pribadi 

dari peneliti sendiri. Variabel atau istilah dalam penelitian ini yang 

memerlukan penegasan secara operasional yaitu : 

a. Koperasi. 

Istilah koperasi di penelitian ini hanya merujuk kepada dua 

bentuk koperasi saja yaitu Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang 

berbasis konvensional dan Koperasi Simpan Pinjam dan 

Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang berbasis syariah. 

b. Koperasi Syariah. 

Istilah “Koperasi Syariah” dalam penelitian ini lebih di 

khususkan ke dalam istilah “Koperasi Simpan Pinjam dan 

Pembiayaan Syariah” yang selanjutnya disebut KSPPS.  

Sesuai dengan peraturan deputi bidang pengawasan kementrian 

koperasi dan usaha kecil dan menengah No. 07/Per/Dep.6/IV/2016, 

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah 

koperasi yang kegiatan usahanya hanya simpan pinjam dan 

pembiayaan syariah.
18

 

 

 

                                                             
18

 Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

Nomor  07/Per/Dep.6/IV/2016 
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c. Koperasi Konvensional. 

Istilah “Koperasi Konvensioanl” dalam penelitian ini lebih di 

khususkan ke dalam istilah “Koperasi Simpan Pinjam” yang 

selanjutnya disebut KSP.  

Sesuai dengan peraturan deputi bidang pengawasan kementrian 

koperasi dan usaha kecil dan menengah No. 06/Per/Dep.6/IV/2016, 

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah koperasi yang kegiatan 

usahanya hanya simpan pinjam.
19

 

d. Hukum Positif . 

Hukum positif yang digunakan dalam penelitian ini aladah 

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi Dan 

Usaha Kecil Dan Menengah. Terdapat sebanyak sembilan 

peraturan deputi terkait tentang perkoperasian. Yang telah 

dikeluarkan oleh Deputi bidang pengawasan kementrian koperasi 

dan usaha kecil dan menengah.
20

  

Dalam penelitian ini hanya akan digunakan dua peraturan 

deputi bidang pengawasan kementrian koperasi dan usaha kecil 

dan menengah yaitu :  

 Peraturan deputi bidang pengawasan kementrian koperasi dan 

usaha kecil dan menengah nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016. 

                                                             
19

 Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

Nomor  06/Per/Dep.6/IV/2016 
20

 Produk Hukum. Sumber Departemen Koperasi (Depkop), http://www.depkop.go.id/berita-

informasi/data-informasi/produk-hukum/ Diakses pada Selasa, 31-01-2017. 

http://www.depkop.go.id/berita-informasi/data-informasi/produk-hukum/
http://www.depkop.go.id/berita-informasi/data-informasi/produk-hukum/
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Peraturan ini berisi tentang pedoman penilaian kesehatan 

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP). 

 Peraturan deputi bidang pengawasan kementrian koperasi dan 

usaha kecil dan menengah nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016. 

Peraturan ini berisi tentang pedoman penilaian kesehatan 

Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) 

dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS). 


